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Judul : Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poigami Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Kompilasi Hukum Islam
Pokok masalah penelitian ini  bagaimana tinjauan yuridis putusan izin
poligami berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan
kompilasi hukum islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya dituangkan dalam
beberapa submasalah yaitu: 1) Bagaimana Ketentuan Izin Poligami dalam Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam, 2)
Bagaimana Pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan teologi normatif
Syari’i. adapun sumber data penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama
Sungguminasa dan staf administrasi. Selanjutnya metode pengumpulang data yang
digunakan adalah wawancara, dekumentasi dan penelusuran referensi. Lalu teknik
pengelolaan data dan analisis data dilakukan melalui  penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertama, berdasarkan ketentuan
sebagaimana dapat kita lihat Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam dijelaskan bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu
seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang. (pasal 55 Kompilasi
Hukum Islam). Pertimbangan hakim yaitu dalam pertimbangannya ketika
memutuskan suatu perkara pengajuan Izin Poligami adalah berdasarkan dalil-dalil
dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-qur’an sebagai
sumber hukum Islam dan Undang-Undang, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam
pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan
yang bersifat alternatif , kemudian pertimbangan sosiologis dilihat dari segi kondisi
pemohon jika tidak diberikan izin poligami, akan menimbulkan perbuatan yang
dilarang oleh agama islam seperti berzina dan melihat dari keluarga yang
membutuhkan anak dan sebagai penerus keluarganya maka majelis tetap
memperimbangkan sesuai ketentuan, syarat-syarat dalam pemberian izin berpoligami.
xi
Implikasinya Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam
pemberian izin poligami perlu dibatasi bukan karena bertentangan dengan ajaran
Islam, tetapi berdasarkan alasan keadilan yang tidak maksimal untuk keadilan bagi
para istri dari segi materi maupun imateril dan mempertimbangkan perlindungan
terhadap istri dan anak-anak dalam suatu perkawinan, Pertimbangan hakim sebaiknya
bukan hanya melihat ketentuan dari Undang-Undang dan Al-Quran sebagai dasar
hukum Islam akan tetapi melihat dari keseriusan dan kesanggupan pemohon berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah mahluk Allah yang diciptakan
berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan
agar hidup dialam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia
ini lebih berbahagia dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Perkawinan
merupakan sunnatullah yang dengan segaja diciptakan Allah yang antara lain
tujuanya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainya.
Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-qur’an
dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang membahas tentang perkawinan,
baik yang memakai kata nikah maupun ynag menggunakan kata zawwaja
(berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepeda manusia
bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi
jambatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan
sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah.1
Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dijadikan pedoman
meliputi peminangan, penentuan mahar, cara ijab kabul, hubungan suami istri, serta
pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Salah satu yang sering
diperbincangkan dalam masyarakat muslim yaitu poligami.
1Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua (Jakarta: PT.Bumi Aksara,
1996), h.176.
2Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini
beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu bersamaan.2 Kebalikan dari
poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami
mempunyai satu istri. Poligami memang merupakan ranah permincangan dalam
keluarga yag tiada habisnya, Istilah poligami ini  tidak asing lagi untuk
diperbincangankan, namun dalam hal sebab salah satu hal yang penting yaitu
penerapan konsep keadilan.
Syahwat adalah fitrah manusia, tidak bersifat buruk juga tidak bersifat baik,
netral tergantung kepada orang yag memiliki dan melakukanya. Oleh karena itu
syhawat tidak boleh dimatikan, karena ini adalah salah satu bawaan yang menadikan
manusia menjadi bersifat manusiawi.3 Dalam sejarah perkembangan poligami
manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika
masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi
subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dari derajat
perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami
mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat
perempuan dimata masyarakat.
Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan.
Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, nabi lalu
2 Rochayat Machali, Wacana Poligami di Indonesia, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), h.
46.
3 Agus Mustofa, Poligami (Surabaya: Padma Press 2004) h. 200.
3melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Seperti
yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah an- Nisa ayat 3 yang berbunyi:
Terjmahnya:
“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”4
Dalam ayat ini, menurut mereka, Allah melarang poligami karena khawatir
mereka tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Seseorang yang akan
berpoligami, berarti ia siap melakukan perbuatan hukum, segala perbuatannya mulai
dari persiapan mental dan kesiapan materi dalam pemenuhan kebutuhan istri-istrinya
serta anak-anaknya harus sesuai hukum yag berlaku. Pelaksanaan poligami tersebut
tidak beda dengan pelaksanaan perkawinan, ia harus disahkan secara hukum sesuai
dengan undang-undang yag berlaku, tujuannya untuk menjamin hak-hak dalam
pernikahan jika teradi perceraian termasuk hak memperoleh warisan, untuk
melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan
passport dan hak waris yang tidak bisa terpenuhi.
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema
Islami, 2002),  h. 78.
                          
                              

4Pada dasarnya apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka
wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya
seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pasal
41 PP No.9 tahun 1975 kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya dengan
membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.
Seperti surat persetujuan istri, surat keterangan penghasilan dan surat keterangan
harta bersama. Kemudian pengadilan agama memeriksa hal-hal sebagaimana diatur
dalam pasal 41 PP No. 9 tahun 1975 dan dalam melakukan pemeriksaan harus
memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur
dalam pasal 41 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, apabila pengadilan berpendapat bahwa
cukup alasan bagi permohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan
agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang
kepada pemohon yang bersangkutan(pasal 14 Peraturan Mahkamah agung No. 3
tahun 1975).5
Oleh karena itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar
dapat mengajukan permohonan izin poligami sebagai berikut:
a. Persetujuan dari istri atau para istri
b. Kepastian jaminan suami terhadap keperluan hidup istri-istri dan anak-
anaknya
5Mohd. Idris Rumulyo, Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua (Jakarta:PT Bumi Aksara,
1996) h. 184.
5c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anaknya
Apabila semua syarat tersebut dianggap telah terpenuhi dan ada alasan
sebagai dasar untuk berpoligami, pengadilan akan memberikan izin. Namun, dalam
prakteknya seringkali syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi tersebut tidak ditaati
oleh suami sepenuhnya. Oleh karena itu, pengadilan agama tidak dapat memberikan
izin poligami terhadap pihak yang mengajukan permohonan izin poligami tersebut
dikarenakan tidak terpenuhinya semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh
pengadilan agama.6
Pemberian izin oleh pengadilan agama tidak bertentangan dengan asas
monogami yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka pengadilan
agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami
berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:7
1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, pihak istri
didudukkan sebagai termohon
6 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan
Agama, buku II, edisi revisi, (Jakarta: 2009), h. 156.
7 Sidharta,Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Karangka Berfikir,(Bandung:Refika
Aditama 2006),h.79.
62. Alasan izin polgami yang diatur pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1
tahun 1974 bersifat fakultatif, bila salah satu persyaratan tersebut dapat
dibuktikan sehingga pengadilan agama dapat member izin poligami
3. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 bersifat komulatif, maksudnya pengadilan
agama hanya dapat member izin apabila persyaratan tersebut terpenuhi
4. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan
permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta
bersama dengan istri sebelumnya. Dalam hal ini suami tidak mengajukan
permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan
izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi
penetapan harta bersama
5. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama
yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak
mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara
permohonan izin poligami, maka permohonan penetapan izin poligami
harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Dalam konteks pengadilan agama sebagai pemberi izin poligami, teori
tujuan hukum menelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga yaitu,
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
7B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis mengambil beberapa pointer
fokus penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahuai Ketentuan Pemberian Izin Poligami dalam Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam pemeberian izin poligami di
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa
Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami Fokus Penelitian
kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan Fokus Penelitian yaitu:
Poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan dari dua wanita
atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seseorang laki-laki membagi
kasih sayangnya atau cintanya terhadap beberapa wanita dengan menyunting atau
menikahi wanita lebih dari satu dan hal ini dapat mengundang persepsi negatif dan
positif setiap orang baik buruknya moral seseorang yang melakukan poligami.
Dalam Pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hendaknya mengikuti
prosedur-prosedur peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum islam dan
memiliki izin dari hakim ketua pengadilan agama, Namun dalam prakteknya masih
banyak pelakasanaan berpoligami yang secara diam-diam atau melampaui batas yang
ada diatur dalam  hukum islam.
8C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan bagian
penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Dengan adanya
permasalahan yang jelas, maka proses pemecahanya pun akan terarah dan terpusat
pada permasalahan tersebut.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana Ketentuan Izin Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang
dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa literatur
yang di dalamnya membahas tentang mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut:
1. Wacana Poligami di Indonesia, oleh Rochayat Machali: buku ini menguraikan
tentang beberapa aspek-aspek poligami seperti, yuridis-normatif, social dan
cultural. Buku ini juga menyuguhkan gambaran perkembangan poligami di
Indonesia. Sedangkan pada tulisan ini, penulis lebih fokus mengenai
9penerapan izin poligami pada lembaga ynag berwenang pada masalah
tersebut, dimana pada tulisan ini, penulis melakukan penelitian pada
Pengadilan Agama Sungguminasa.
2. Buku yang berudul Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi, oleh Drs. H.
Muhammad Yahya, M.Ag: menguraikan tentang hadis-hadis nabi dan
berbagai tinjauan poligami yang dilakukan oleh Rasulullahdan juga poligami
yang sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan
dalam tulisan ini, penulis hanya menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan
poligami yang dilakukan oleh pihak yang ingin melakukan poligami ini
melalui lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.
3. Skripsi yang Berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Poligami
pada Pengadilan Agama Sungguminasa” yang disusun oleh NURASIAH.
Kemudian yang menjadi perbedaan antara penulis tersebut dan skripsi ini
adalah waktu pengambilan data, pengambilan putusan dan hakim yang
memutuskan perkara izin poligami juga berbeda karena skripsi yang ditulis
oleh Nurasiah disusun pada tahun 2013.
E. Tujuan dan Kegunanaan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam pengkajian dan penulisan skripsi ini ialah:
1. Untuk mengetahuai Ketentuan Pemberian Izin Poligami dalam Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam.
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2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam pemeberian izin poligami di
Pengadilan Agama Sungguminasa.
Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan
bermanfaat sebagai:
a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompoten dibidang hukum pada
umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya, terutama bagi yang
berhubungan dengan proses pelaksanaan izin poligami.
b. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai izin
poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Untuk memperoleh manfaat bagi penulis sendiri. Sebagai ilmu yang telah
dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan




A. Pengertian poligami dan Penyebabnya
Poligami sendiri berasal dari bahasa yunani kata ini merupakan penggalan
kata poli dan polus yang artinya banyak, dan kata gemein atau gamos yang artinya
kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kalimat ini digabungkan akan berarti
suatu perkawinan yang banyak. Poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki
dengan dari dua wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang
seseorang laki-laki membagi kasih sayangnya atau cintanya terhadap beberapa wanita
dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu dan hal ini dapat
mengundang persepsi negatif dan positif setiap orang baik buruknya moral seseorang
yang melakukan poligami.
Sampai kini sering terjadi sorotan khusus dikalangan pemerhati perempuan
tentang poligami ini. Bagi kebanyakan perempuan, poligami merupakan hal yang
cukup menganggu dan menakutkan sehingga sering menjadi isu hangat dikalangan
mereka. Poligami seringkali dipandang oleh banyak orang sebagian pembenaran bagi
kaum laiki-laki untuk mengejar keinginannya untuk menikah lagi yang kemudian
perempuannya tidak ingin berbagi kasih sayang. Sehingga dikalangan perempuan
yang disebutkan itu berusaha menjadikan poligami sebagai hal yang sebisa mungkin
dijauhi dan ditentang. Bagi kaum laki-laki mendengar dan meyaksikan sesama
kaumnya melakukan poligami dianggapnya adalah hal yang biasa dan bukan hal yang
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aneh, apabila dianggap peristiwa istimewa yang harus diributkan, tetapi tidaklah
semua laki-laki berkeinginan yang sama dan tidak semua mempunyai niat
melakukanya.1
Poligami dalam ajaran Islam mempunyai arti Pertama, membatasi jumlah
bilangan isteri hanya sampai empat, sejumlah riwayat memaparkan batasan poligami
tersebut diantaranya dari naufal ibn Mu’awiyah ia berkata “ketika aku masuk islam,
aku memilih lima isteri”. Rasulullah berkata: “Ceraikanlah yang satu atau
pertahankan yang empat” Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata “ketika masuk
islam, aku punya delapan isteri aku menyampaikan hal ini kepada rasul dan beliau
berkata pilih dari mereka empat orang” Riwayat serupa dari Ghalain ibn semasa ats-
Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang isteri, lalu Rasul bersabda
“Pilih Empat dan ceraikan yang lainya”. Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi
yang berpoligami yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi
kebolehan poligami sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang
mampu memenuhinya. Artinya bahwa Islam memperketat syarat poligami
sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri
mereka.
Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami dimasa Islam sangat
berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan ini menonjol pada dua hal
1Muhammad Yahya, Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi Saw (Makassar: Alauddin
University Press. 2013), h 3.
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Pertama, pada bilangan isteri, dari tidak pantas jumlahnya menjadi dibatasi hanya
empat. Kedua, pada syarat poligami yaitu harus mampu berlaku adil, termasuk syarat
keadilan. Sebelumnya poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat
keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi
kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan
berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan
nafsunya.2
B. Ketentuan Dasar Hukum Poligami
Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.3 Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia
berasaskan monogami. Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa pada asasnya dalam
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Di mana
seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya
yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami.
Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian,
sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang
mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari
2Muhammad Yahya, Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi Saw (Makassar: Alauddin
University Press. 2013), h. 3
3Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan dan
Komilasi Hukum Islam” Cet.1, ( Surabaya: Sinar Sindo Utama), h. 3.
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seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang
suami akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan
kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang
Perkawinan). Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan lebih
lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri
lebih dari satu jika:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri
lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 5 ayat [1]
Undang-Undang Perkawinan):
a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka.
Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian,
atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,
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atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim
pengadilan (Pasal 5 ayat [2] Undang-Undang Perkawinan).4
Demikian lembaga poligami diatur dalam Undang-undang perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan bila terjadi pelanggaran terhadap
aturan diatas, maka dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-.
Bagi pegawai pencatatan melanggar ketentuan yang diatur, dihukum dengan
hukuman kurungan selama tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-.
Selain itu ada pula surat edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 yang
menentukan bahwa mulai 1 oktober 1975 pasal 279 KUHP diberlakukan terhadap
pria islam yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan yaitu
hukuman 5 tahun penjara.
Selain ketentuan diatas, diatur pula ketentuan poligami bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang dicantumkan dalam PP No.10/1983 dan diubah dengan PP No.45
Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam PP tersebut
dinyatakan bahwa PNS pria yang beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin
lebih dahulu dari pejabat dan PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri
kedua/ketiga/keempat. Dan permintaan izin bagi PNS Pria tersebut diajukan secara
tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk
beristeri lebih dari seorang. Aturan poligami yang mengikat PNS di Indonesia dengan
4 Dian Agustin, Hukum Keluarga dan Waris,(Makassar: Hukum Online, 2013), http://www.
Hukum/Keluarga/dan/Waris.html (25 juli 2016).
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demikian, bila dibandingkan dengan aturan poligami dalam Undang-undang
perkawinan tampak agak sedikit ketat dan sempit.5
Untuk mengantisipasi praktek poligami ini, Islam memberi syarat-syarat atau
batasan-batasan yang meliputi tiga faktor, yaitu :
1. Faktor Keadilan
Dalam islam, keadilan merupakan hal yang paling penting dan mendasar
dalam hukum-hukum Allah swt. Maka tidak tepat bila ada orang yang berkata bahwa
dibolehkannya poligami merupakan ketentuan syari’at yang aniaya dan jahat, karena
Allah swt telah menetapkan seluruh syari’atnya dengan dasar keadilan, cinta dan
kasih sayang. Demi tegaknya keadilan, maka alquran membatasi poligami dengan
membatasi jumlah istri bagi seeorang sampai batas ia mampu untuk berbuat adil.6
2. Faktor Jumlah
Aturan tentang poligami sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah
Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Pembatasan kawin (berpoligami)
maksimal empat orang yang ditetapkan oleh islam, terkadang menimbulkan banyak
pertanyaan. Diantara pertanyaan-pertayaan itu adalah hikmah apa yang terkandung
dalam pembatasan jumlah empat orang, tidak kurang dan tidak lebih. Tidak ada
jawaban yang pasti atas jawaban pertayaan tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang
dapat diberikan adalah itu rahasia Allah, dialah yang maha mengetahui segalanya.
5Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika.2013),h 219-
220.
6 Abu Daud, Sunan Abi Daud (Beirut:Al-Fikr, 1990), h. 498.
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Abbas Muhmoad al-Akkad menduga bahwa penetapan batasan poligami
hanya empat itu tidak akan menimbulkan persoalan dari seseorang yang ingin
menyelidiki redaksi perintah-perintah Allah itu, karena batasan itu sudah ditentukan
pada bilangan yang sudah dikenal.7
3. Faktor Nafkah
Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah
tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu
menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syariat,
jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum
dibolehkan kawin.8
C. Poligami dalam Hukum Islam
Orang-orang non muslim menilai bahwa poligami adalah sebuah cacat dan
kejanggalan dalam hukum islam. Padahal poligami yang ditetapkan oleh islam
bertujuan untuk menanggulangi dan memperbaiki keadaan manusia. Olehnya itu,
setiap muslim harus menyadari bahwa poligami pada hakikatnya merupakan institusi
yang patut dibanggakan dalam islam, inilah jalan keluar yang ditawarkan Islam untuk
7Abbas Muhmoad Al-Akkad, Wanita Dalam Al-qur’an ( Jakarta:Bulang Bintang,1976), h.
140.
8Muhammad Saleh Ridwan, Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di
Indonesia:Studi atas pemikiran Muslimin Kara (makassar: Alauddin University Press, 2011), h.89-90.
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menyelesaikan persoalan pelik yang dihadapi oleh seluruh umat di dunia. Persoalan
ini memang hanya bisa diselesaikan dengan kembali kepada ajaran islam.
Adapun Ayat yang bersangkutan dengan poligami yaitu: QS. An-Nisa
ayat/4:129 bermakna bahwa, Allah melarang poligami karena khawatir mereka tidak
dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim.
                               
                     
Terjemahnya:
Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun
kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu berikan yang lain
terkatung-katung. Dan Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri
(dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampunan lagi Maha
Penyayang.9
Imam Al-Qurthubi berkata: Allah mengabarkan ketidakmampuan
merealisasikan keadilan di antara para istri adalah dalam masalah cinta, jima dan
bagian hati. Allah telah menjelaskan sifat manusia bahwa mereka adalah makhluk
yang tidak mampu menguasai kecondongan hati mereka terhadap sebagian, tidak
kepada sebagian yang lain. Kemudian Allah melarang berlebih-lebihan dalam
kecenderungan dalam firman-Nya yang artinya “karena itu janganlah kamu terlalu
9 Depertemen Agama RI, alqur’an dan Terjemahnya,h. 130
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cenderung kepada yang kamu cintai, maksud ayat ini adalah janganlah kalian segaja
berbuat buruk sebagaimana dikatakan oleh mujahid.10
QS.Adz Dzariyaat (51) ayat:49
              
Terjemahnya:
“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.”
Kesimpulannya adalah bahwa kecenderungan hati atau kecintanya kepada
salah satu istri yang lebih besar daripada yag lain wajib tetap berada pada tempatnya
yaitu dalam hati. Tidak boleh ditampakkan dengan ucapan maupun perbuatan agar
tidak menyakiti istri-istri yang lainya. Juga tidak boleh mengurangi maslahat para
istri yang lainya. Juga tidak boleh mengurangi maslahat para istri yang lain dan anak-
anaknya demi memenuhi kecintaanya kepada seorang istri yang lebih dicintanya. oleh
karena itu wajib berbuat adil sebatas kemampuan, semantara keadilan mutlak itu
hanya ada di akhirat di sisi Allah yang tidak seorangpun yang terzalimi disisi-Nya .
Berbicara mengenai poligami dan tinjauan hukum islam,tentu tidak terlepas
dari pendapat para ulama. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan di uraikan
beberapa pandangan ulama tersebut,yaitu terbagi dalam dua periode:11
10 ”Dzulhijjah 1427 H”,Bekasi, 2 April 1999, h.36.
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1. Pandangan Ulama Klasik
Secara garis beras, pandangan para ulama terhadap poligami dapat digolongkan
pada tiga pendapat, yaitu:
a. Golongan yang menolak
(1) Pada prinsipnya Islam menganut asas monogami dan tidak mentolerir
keberadaan poligami.
(2) Praktek Poligami merupakan perpanjangan dari tradisi Arab pra-Islam yang
memberikan status dan kedudukan yang dominan kepada kaum laki-laki.
(3) Mustahil seseorang dapat berlaku adil , sebagaimana salah satu syarat dalam
pelaksanaan poligami. Hal ini dapat dilihat QS. Al-Nisa (4): 3 disyaratkan
adanya kemampuan berlaku adil, sementara dalam QS. Al-Nisa (4): 129
memustahilkan seseorang untuk dapat berlaku adil. Dengan demikian,
sebenarnya poligami itu dialarang dalam islam.
(4) Pada dasarnya poligami itu terlarang, kecuali dalam keadaan darurat baik dari
individu maupun sosial.
(5) Pada dasarnya islam menghendaki monogami. Poligami hanyalah
pengecualian meskipun demikian, pengecualian itu tidak dapat dilakukan
kecuali dalam kondisi terpaksa atau darurat. Pintu darurat dapat dibuka jika
ada bukti dan alasan yang kuat.
11Muhammad Saleh Ridwan,Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di
Indonesia:Studi atas pemikiran Muslimin Kara (Makassar: Alauddin University Prees,2011) h.90-100.
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(6) Sesungguhnya poligami ini bukanlah dibolehkan tanpa syarat sebagaimana
dipahami dari QS.al-Nisa (4): 3. Dalam ayat tersebut Allah mengkhawatirkan
tindak kezaliman bagi mereka yang berpoligami. Dengan demikin jelas bahwa
poligami hanyalah suatu kemurahan Allah semata-mata. Meskipun demikian
tanpa ada alasan dan keperluan yang mendesak.
(7) Adanya syarat yang ketat dalam berpoligami yang bertujuan untuk
menghilangkan efek yang akan ditimbulkan, sekurang-kurangnya dapat
mengurangi angang-angang untuk memperbanyak istri.
Untuk menolak pendapat golongan moderat yang menyatakan poligami itu
sebenarnya terlarang kecuali darurat, maka berikut ini dikemukakan pandangan dari
Abbutawab Haikal bahwa:12
(1) Alquran tidak menerangkan bahwa azas perkawinan adalah monogami atau
poligami. Alquran hanya menerangkan bahwa poligami itu boleh  dengan
batas dua, tiga, atau empat. Bila seseorang takut berlaku aniaya, maka cukup
baginya satu orang isteri saja.
(2) Rasulullah saw. Setelah turunya ayat menerangkan poligami, memerintahkan
kepada para sahabat yang memilki isteri lebih dari empat orang agar
menceraikanya, sehingga tersisa empat orang saja.
(3) Adanya persyaratan yang ketat dapat memperkecil dampak negatif poligami
adalah sulit dibenarkan. Ada alasan yang kuat maupun tidak, dampak atau
12Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia:Studi atas pemikiran
Muslimin Kara, h.90-100.
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efek samping itu selalu ada, misalnya pertengkaran atau perselisihan antara
anak-anaknya.
Pada umumnya praktek poligami akan mempunyai dampak negatif. Oleh
karena itu, seharusnya dipilih kebolehan poligami yang kerugianya lebih kecil,
dengan berpijak pasa asas hukum “ memilih mana yang lebih ringan dari dua
kerugian yang timbul dari suatu perbuatan”.
b. Golongan yang Mendukung
Golongan yang mendukung poligami berpendapat antara lain bahwa poligami
dalam islam adalah suatu keniscayaan. Poligami adalah suatu kenyataan yang tidak
dapat dipungkiri, baik dalam sejarah panjang ummat manusia maupun dalam sejarah
dunia Islam.
Abuttawab Haikal menanggapi pendapat golongan ini dengan mengemukakan
beberapa argumenya, yaitu:13
(1) Tanggapan terhadap kelompok yang membenarkan poligami tanpa
batas,antara lain :
- Bagi kelompok yang membenarkan poligami tanpa batas jelas tidak dapat
dibenarkan, sebab dibolehkanya poligami seperti itu merupakan hal yang
lumrah sebelum turunnya ayat yang membatasinya.
13Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia:Studi atas pemikiran
Muslimin Kara, h.100-101.
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- Semua agama sebelum datangnya agama islam memang telah membolehkan
poligami tanpa batas dan hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat pada
masa itu sampai turungnya ayat diatas
(2) Tanggapan terhadap kelompok yang membenarkan poligami sampai 18 orang,
antara lain :
Pendapat yang membenarkan hal tersebut adalah syadz, dan  tidak mengikuti
aturan dalam memahami bahasa arab. Sebab yang menjadi Mukhatab (sasaran
pembicaraan) ayat terkait bukanlah seorang diri melainkan terhadap kelompok
yang membolehkan poligami sampai 9 orang.
(3) Alasan yang dipergunakan ialah untuk mengikuti sunnah Nabi saw. Yang
memiliki 9 orang istri merupakan pendapat yang sulit diterima. Memang
benar bahwa mengikuti perbuatan nabi saw dalam segala hal yang tidak
terlarang adalah perintah agama. Namun dalam beberapa hal yang allah
khususkan untuk Nabi tidaklah dapat ditiru dan dilakukan oleh ummatnya.
c. Golongan yang Netral
Status hukum poligami menurut golongan ini adalah boleh menurut
pengertian hukum. Artinya setiap perbuatan yang dibolehkan menurut hukum akan
tetap dilarang jika cenderung mengakibatkan terjadinya ketidakadilan serta
perbuatan melawan hukum itu sendiri.
1. Pandangan ulama kontemporer
Secara umum, dapat dikatakan bahwa ulama modern memperketat kebolehan
melakukan poligami. Bahkan dibalik keharaman tersebut masih disertai kondisi yang
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masih memberikan kemungkinan untuk melakukanya.14 Sejalan dengan pandangan
para pemikir modern, dalam perundang-undangan yang sekarang berlaku di negara-
negara mayoritas penduduknya menganut agama Islam pun, terkesan memberikan
syarat yang cukup ketat untuk kebolehan melakukan poligami.
Alasan para pemikir modern untuk melarang menikahi wanita lebih dari satu,
atau kalaupun membolehkanya diikuti berbagai syarat yang hampir tidak mungkin
dipenuhi oleh seorang suami, adalah ketidakmampuan suami untuk berlaku adil
terhadap para istri. Kemustahilan berbuat adil ini tertuang dalam QS. Al-Nisa (4): 3,
127 dan 129. Kaum Mu’tazilah berpendapat bahwa arti kata adil dalam ayat diatas
bermakna perlakuan adil terhadap para isteri dalam segala hal, yang berhubungan
dengan kehidupan keluarga. Bukan saja dalam hal pengadaan akomodasi seperti
makanan, pakaian, dan semacamnya, tetapi juga dalam hal perasaan dan hati, seperti
rasa cinta dan semacamnya yang berhubungan dengan kebutuhan bathin isteri.15
Dalam mengemukakan pendapatnya mengenai QS. Al-Nisa (4): 3, Mu’ammal
Humaidy mengatakan bahwa ayat yang turun berkaitan dengan anak perempuan
yatim yang berada ditangan pria, dan si pria hendak mengawininya tanpa melakukan
keadilan dalam hal mahar. Lalu mereka dilarang mengawini anak yatim sebelum
dapat berlaku adil dengan memberikan mahar kepadanya ketika menikahi, seperti
ketika mereka mengawini perempuan lain.
14 Khoiruddin Nasution,Riba dan Poligami:Studi atas pemikiran Muhammad Abduh
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Akdemik,1996),h.100-101.
15 Sayyid Ameer Ali,The Spirit Of Islam:A History Of The Evolation And Ideals Of Islam
With A Life The Prophet (Delhi:Jayyad Press 1922), h. 229.
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Humaidy memaparkan kebiasaan perkawinan masyarakat Arab pra-Islam
yang melakukan poligami tanpa batas yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Dari
kasus latar belakang ini, Humaidy menyimpulkan :16
1. Bahwa islam bukan menciptakan undang-undang poligami, tetapi hanya
membatasi poligami dengan ketentuan dan jumlah tertentu
2. Al-qur’an tidak menyuruh berpoligami, tetapi hanya membolehkan. Namun
kebolehan di sini masih diancam dengan sebuah kondisi berupa
ketidkmampuan untuk berlaku adil. Keadilan lebih ditekankan pada perasaan
batin, seperti adil dalam hubunganya dengan cinta dan perasaan
3. Poligami merupakan solusi jaga-jaga, bukan sebaliknya membuat masalah,
jadi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dimana dan kapan obat ini
dibutuhkan.
4. Betapa pun jeleknya poligami berangkali masih lebih baik bagi masyarakat,
peorangan maupun keluarga, dari pada penggunaan hak secara membabi buta
yang tidak diatur dalam poligami ini.
D. Tatacara Permohonan Izin Poligami
Permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal-
pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975, pasal 55-
59 Kompilasi Hukum Islam.
Tatacara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut:17
16Mu’ammal Humaidy, Perkawinan dan Persoalanya, Bagaimana Pemecaha-nya dalam
Islam (Tip: T.P 1980), h.40-43.
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1. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami) harus
mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Agama (pasal 56 ayat (1) KHI)
2. Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada pengadilan
agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
3. Surat permohonan izin beristri lebih dari seorang memuat:
- Nama, umur, tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan
termohon, yaitu istri/ istri-istri
- Alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang
- Petitum
4. Permohonan izin poligami merupakan perkara contentious, karena harus ada
persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepanitraan Gugatan
didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.
5. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan istri ke
persidangan.
6. Panggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum
perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang
berkaitan. (selanjutnya lihat Bab IV Bagian G tentang Pemanggilan pihak-
pihak).
17 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Glagah, 1998), h. 235-236.
27
7. Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim
selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimahnya surat permohonan beserta
lampiran-lampiranya (pasal 42 ayat (2) PP No.14 tahun 1975).
8. Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum,
kecuali apabila karena  alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim
yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan
dalam sidang tertutup (pasal 17 ayat (1) UU No. !4 Tahun 1970.
9. Pada sidang pertama pemerikasaan perkara izin poligami, hakim berusaha
mendamaikan (pasal 130 ayat (1) HIR).
10. Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh Pemohon.
11. Pengadilan agama kemudian memeriksa mengenai:18
- Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami
kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu: bahwa istri tidak dapat
menjalankan kewajibanya sebagai istri, bahwa istri mendapat
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa
istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan
maupun tulisan, yang harus dinyatakan di depan sidang.
18Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Glagah, 1998), h. 236-237.
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- Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin
keperluan hidup istri-istri dan anak-anakya.
- Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anak mereka dengan peryataan atau janji dari
suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan.
12. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus
dipertegas denag persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal istri
telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.
13. Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal:
- Istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak
mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau
- Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnyadua
tahun; atau
- Karena sebab-sebab lainya yang perlu mendapat penilaian dari
Hakim pengadilan agama.
14. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon
untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan
putusanya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
15. Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan banding
atau kasasi.
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16. Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ( pasal 89 ayat (1) UU
No.7 tahun 1989).
17. Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum izin dari




A. Jenis  Dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research),
yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan
praktik dengan menggunakan data primer mengenai Putusan izin Poligami dalam
kompilasi hukum islam.
2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalah
penulis ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di
wilayah Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi
Selatan. Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan berbagai tempat yang
dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek dan berkompotensi dibidan
Pengadilan Agama, Alasan memilih Tempat penelitian karena banyak perkara yang
berhubungan izin poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa.
B. Pendekatan Penelitian
1. Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Undang-Undang yaitu suatu bentuk
pendekatan dengan menggunakan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan yang
berlaku yaitu Peraturan Perundang Undangan Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
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2. Pendekatan teologi normatif Syar’i yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam
yang ada hubunganya dengan masalah yang akan diteliti. Seperti yang diatur
dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan:
1. Sumber data Primer
Sumber data primer adalah diperoleh melalui field research atau penelitian
lapangan dengan cara interview (wawancara) yaitu proses tanya jawab dalam
penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih, bertatap
muka dengan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau
keterangan-keterangan.
2. Sumber data Sekunder
Sumber data sekunder adalah yang diperoleh melalui undang-undang dan
literatur seperti buku-buku dan sumber bacaan lainya  jurnal, surat kabar,
majalah dan lainya
D. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara penelitian lapangan (field research ) yaitu:
1. Wawacara (interview)
Merupakan suatu Tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan
dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.
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Dimana dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu hakim yang berada di
Pengadilan Agama Sungguminasa.
2. Dokumentasi (dokumentation)
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen seperti berkas pengajuan permohonan izin poligami yang diajukan oleh
pemohon beserta lampiran-lampiran persyaratannya dan putusan dan pertimbangan
hakim itu sendiri.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam
maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu Pertama, pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar
pertanyaan terstruktur, Kedua, yaitu alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk
mencatat semua percakapan dengan sumber data.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis
data dengan cara kualitatif yaitu membandingkan data primer dan sekunder lalu
diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga
diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:
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1. Deduktif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau data
yang bersifat umum lalu diuraikan secara khusus
2. Induktif yaitu metode yang dalam mengelolah data dalam satuan-satuan yang
bersifat khusus lalu menaruk kesimpulan yang bersifat umum.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH
A. Pengadilan Agama Sungguminasa
Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di Jalan Mesjid Raya
Sungguminasa Kabupaten Gowa, dimana Kabupaten Gowa tersebut  adalah
merupakan salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang berbatasan langsung
dengan kota mentropolitan Makassar. Di samping itu pula, kalau dilihat dari
perspektif jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar
ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone.
Pengadilan Agama Sungguminasa yang wilayah yurisdiksinya meliputi 18
Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa dengan letak geografis antara 119.30’ sampai
dengan 120.12’ Bujur Timur dan 05.10' sampai dengan 05.40' Lintang Selatan
dengan luas wilayah 1.883.33 km².
Adapun Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa
1. Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Mewujudkan Lembaga yang
memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan
2. Misi Pengadilan Agama Sungguminasa
a. Terwujudnya standar operasional prosedur dalam penyelenggraan
persidangan dan pelayanan
b. Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh masyarakat
c. Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi
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d. mewujudkan pengelolaan anggaran berbasisi kinerja
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan
ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor Tiga tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara otang-orang
yang beragama islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infak,
Shodaqoh, Ekonomi Syari’ah1
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai
fungsi, antara lain:2
a. Fungsi Mengadili (judicial Power)
Menerimah, Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
b. Fungsi pembinaan
Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat structural
dan fungsional di bawah jajaranya, baik menyangkut teknis yudicial,
administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,
kepengawaian, dan pembagunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
1Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa,“Profil Kantor Pengadilan
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”, 4 April2017.




Mengadakan Pengawasan melekat atas peleksanaan tugas dan tingka laku
Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesertariatan serta
pembagunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
d. Fungsi Penasehat
Memberikan pertimbangan dan nasehat hokum Islam kepada instansi
pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. (vide: pasal 53 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
e. Fungsi administratif
Menyelenggarakan administratif peradilan (teknis dan persidangan), dan
administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide:
KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
f. Fungsi lainya:
o Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rakyat dengan
instansi lainya yang terkait. Seperi DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-
lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
o Pelayanan penyuluhan hokum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya
serta member akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansiinformasi peradilan, sepanjang diatur dalam
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VII/2007
tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.
B. Ketentuan Pemberian Izin Poligami Pengadian Agama Sungguminasa
Kabupaten Gowa
Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.3
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
dalam pasal 3 (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “yang mana Pengadilan dapat
memberI izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dalam hal seorang suami akan
beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada
pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya akan
memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan dan
Komilasi Hukum Islam” Cet.1, ( Surabaya: Sinar Sindo Utama), h. 3
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Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri
lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan:
a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka.
Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian,
atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,
atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim
Pengadilan (Pasal 5 ayat [2] UU Perkawinan).4
Dalam Hukun Islam pengaturan tentang poligami berujuk pada Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda
dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan antara lain bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan,
yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang. Selain itu, syarat
utama seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah laki-lai tersebut
4 Dian Agustin, Hukum Keluarga dan Waris,(Makassar: Hukum Online, 2013), http://www.
Hukum/Keluarga/dan/Waris.html  (25 juli 2016).
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harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (pasal 55
Kompilasi Hukum Islam).
Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristri lebih dari satu
orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Sama seperti disyaratkan
dalam Undang-Undang Perkawinan, menurut pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya
member izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri
lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan:
a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam juga merujuk pada Pasal 41 huruf b
Peraturan Pemerintah nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa persetujuan istri
atauistri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah
ada persetujuan tertulis, persetujuan ini ipertegas dengan persetujuan lisan istri di
sidang pengadilan agama. Sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah
40
Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa “ Apabila pengadilan berpendapat
bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka
Pengadilan memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristri lebih dari
seorang”.5
Adapun syarat-syarat pengajuan permohonan izin Poligami yaitu:6
1. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku 1 lembar diberi meterai
6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
2. Foto Copy kutipan/ duplikat Akta Nikah Pemohon dengan Istri pertama,
apabila ingin menikah dengan calon istri kedua, yang diberi meterai 6000
kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
3. Surat Pernyataan dari istri pertama bersedia untuk dipoligami, yang diberi
meterai 6000 dan ditandatangani oleh istri pertama.
4. Surat pernyataan Sanggup berlaku Adil dari Pemohon yang diberi meterai
6000 dan ditandatangani oleh pemohon (suami)
5. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah/Kepala
Desa tempat tinggal Pemohon.
6. Surat permohonan izin poligami sebanyak 6 rangkap yang memuat alasan-
alasan ingin berpoligami,
5Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, Wawancara, 11 April 2017.
6Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, Wawancara, 11
April 2017.
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7. Bagi pemohon yang menggunakan kuasa hukum seperti
Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto
copy Kartu Advokat yang masih berlaku satu lembar.
8. Membayar Panjar Biaya Pergara melalui Giro Muamalat, Bank Muamalat
KPC Makassar-Gowa yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1
tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar).
Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis berpendapat bahwa
dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  menegaskan bahwa pada
pasal 4 ayat (1) pengadilan hanya akan memeberikan izin kepada suami untuk beristri
lebih dari satu dengan alasan-alasan yang kuat dan bukti persetujuan dari pihak istri
secara tertulis maupun secara lisan, dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah
dipaparkan dalam pasal 5 ayat (1) begitupula dengan disyaratkan dalam pasal 57
Kompilasi Hukum Islam. Diterimanya suatu putusan apabila pengadilan berpendapat
bahwa cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan
memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
Aturan izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sempit dimana izin
hanya diberikan sampai istri yang keempat, sedangkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 izin piligami tidak membatasi jumlah istri dan berlaku untuk
semua golongan atau non muslim. Hal tersebut dikarenakan aturan Kompilasi Hukum
Islam berdasarkan pada Syariat  Islam yang mengatur perkawinan dalam Islam,
sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain berlaku bagi ummat Islam
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juga berlaku bagi non muslim dimana aturan tersebut berlaku umum dan tidak
membatasi jumlah istri.
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama
Sungguminasa
1. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA Sgm.
a. Identitas Para Pihak
a) Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
b) Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
b. Posisi Kasus
1. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah
register perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tanggal 10 Februari 2017
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006, Pemohon  dan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 048/48/I/2006, Tanggal 13 Januari 2006.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon  tinggal di
rumah orang tua Pemohon. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan
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Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun
belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang
perempuan yang bernama Calon isteri, umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di BTN Nusa Indah,
Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagai istri
kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena istri sampai
sekarang belum mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, Pemohon sangat
kuatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila
Pemohon tidak melakukan poligami.
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon
karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan
bulannya rata-rata sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta
berupa 1 (satu) mobil Mitsubishi lancer.
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon
menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu
gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik
Pemohon dan Termohon.
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10. Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak
keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya.
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada
larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan
sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
b. Calon istri kedua Pemohon berstatus cerai hidup sebagaimana Akta Cerai
Nomor : 461/AC/2013/PA Sgm.;
c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bernama Abd. Azis, umur 57 tahun,
agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Nusa Indah,
Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bersedia
untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
d. Pertimbangan Hakim
1. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan
Agama Sungguminasa agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan
perempuan bernama Calon isteri binti Abd. Azis dengan alasan Pemohon
ingin mendapatkan keturunan. Pemohon telah mendapat izin dari Termohon
untuk menikah lagi. Pemohon menyatakan bersedia untuk berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti dan Pemohon adalah orang yang
mampu untuk berpoligami.
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2. Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.
Dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi,
kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu
per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam
sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum
telah memenuhi syarat formal.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan,
terbukti bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan lain
yang bernama Calon isteri.  Antara Calon isteri dengan Pemohon dan
Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga / darah satu dengan lainnya.
Calon isteri bersedia dinikahi sebagai istri kedua Pemohon. hal tersebut
berkorelasi dengan keterangan Calon isteri dalam persidangan.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan,
terbukti bahwa Termohon sebagai istri pertama Pemohon  tidak berkeberatan
terhadap rencana perkawinan kedua Pemohon dengan Calon isteri tersebut.
Hal tersebut memiliki korelasi dengan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan
Memberi Izin Berpoligami yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon
pada tanggal 9 Febaruari 2017.
5. Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon, Pemohon
bermaksud menikah lagi (poligami) dengan Calon isteri karena selama
pernikahannya Pemohon dan Termohon kurang lebih 11 tahun belum
dikaruniai keturunan. Pemohon dan Termohon telah berusaha baik secara
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medis maupun dengan cara tradisional akan tetapi belum berhasil. Hal
tersebut sesuai dengan pengakuan Termohon sendiri dalam persidangan.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon dalam
persidangan, terbukti Pemohon sanggup memberikan jaminan kehidupan dan
berlaku adil untuk Termohon maupun kepada Calon isteri. Pemohon sebagai
seorang pengusaha/wiraswasta mempunyai pekerjaan yang penghasilannya
rata-rata lebih dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya.
bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dan kesaksian saksi-saksi dalam
persidangan, terbukti calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon isteri
binti Abd. Azis adalah janda yang telah bercerai dengan suaminya pada tahun
2013. Antara Pemohon dan Calon isteri binti Abd. Azis bukan bersaudara
kandung dan juga tidak termasuk saudara sesusuan, begitu pula antara Calon
isteri bin Abd. Azis dengan Termohon bukan bersaudara kandung dan juga
tidak termasuk saudara sesusuan satu dengan lainnya.
e. Isi putusan
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menikah yang kedua
kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri binti Abd.
Azis.
3. Menetapkan harta berupa sebuah mobil sedan Mitsubishi Lancer Nomor
Polisi DW 818 EL merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon.
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4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Berdasarkan kasus tersebut diatas pada putusan pengadilan hakim memutuskan
memberikan izin dengan mempertimbangkan dalam pemberian putusan, bahwa
setelah dilakukan konstatir terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-
fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :
1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006.
Setelah menikah, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dari
pernikahannya belum dikaruniai keturunan. Keduanya telah memperoleh harta
bersama berupa mobil sedan Mitsubishi Lancer Nomor Polisi DW 818 EL.
2. Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang
bernama Calon isteri binti Abd. Azis.  Antara Calon isteri dengan Pemohon
dan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga / darah atau termasuk
saudara sesusuan satu dengan lainnya. Calon isteri bersedia dinikahi sebagai
istri kedua Pemohon.
3. Termohon sebagai istri pertama Pemohon  tidak berkeberatan terhadap
rencana perkawinan kedua Pemohon dengan Calon isteri binti Abd. Azis
tersebut. Antara Calon isteri dengan Termohon sudah saling mengenal dan
terjalin komunikasi satu dengan lainnya. Calon isteri sebagai istri kedua
nantinya bersedia untuk tidak bersifat egois dan mendukung Pemohon untuk
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti.
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4. Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan Calon isteri karena Pemohon
belum dikaruniai keturunan dari pernikahan dengan Termohon meskipun usia
pernikahannya telah 11 tahun lamanya.
5. Pemohon sanggup memberikan jaminan kehidupan dan berlaku adil untuk
Termohon maupun kepada Calon isteri. Pemohon sebagai seorang
pengusaha/wiraswasta mempunyai pekerjaan yang penghasilannya rata-rata
lebih dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulannya
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan
permohonan izin poligami yaitu syarat alternatif adalah :
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undng
Nomor 1 Tahun 1974 selain syarat alternatif tersebut, dalam pengajuan permohonan
izin poligami harus memenuhi seluruh syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan
anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
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Menimbang, bahwa mengenai syarat alternatif tersebut di atas, yang dimaksud
adalah salah satu di antara tiga syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh Pemohon
dalam mengajukan izin poligami.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, selama usia
pernikahan kurang lebih 11 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai keturunan. Pemohon dan Termohon telah berusaha baik melalui medis
maupun cara tradisional untuk mendapatkan keturunan akan tetapi belum berhasil.
Hal tersebut sesuai dengan alasan poligami dalam permohonan Pemohon. Termohon
pun dalam persidangan mengakui bahwa Termohon kesulitan mendapatkan
keturunan. Termohon menyatakan dalam persidangan kesediaannya dan mengizinkan
Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami). Hal tersebut berkorelasi dengan bukti P-
4 berupa pernyataan Termohon bersedia dipoligami maka majelis hakim
mengganggap bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan izin poligami telah
memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
(c) tersebut di muka.
Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat
bahwa secara sosiologis religius, Pemohon dan Calon isteri binti Azis selayaknya
menikah untuk menghindari fitnah dan tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan
yang dilarang dalam hukum agama, budaya dan sosial kemasyarakatan.
Menimbang, bahwa mengenai syarat kumulatif untuk melakukan poligami,
syarat kumulatif yang pertama adalah adanya persetujuan istri. Termohon dalam
persidangan secara jelas menyatakan persetujuannya dan hal tersebut sesuai dengan
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alat bukti P-4. Secara gramatikal, kata persetujuan bermakna pernyataan setuju atau
kata sepakat antara kedua belah pihak dan telah didukung pula oleh keterangan kedua
saksi yang menerangkan bahwa Termohon telah memberi izin kepada Pemohon
untuk menikah lagi dengan Calon isteri, maka Pengadilan menilai bahwa keinginan
Pemohon untuk berpoligami tersebut merupakan alternatif yang baik dan tidak
menimbulkan konflik (bermasalah), oleh karena itu dapat dipertimbangkan.
Menimbang, bahwa syarat kumulatif yang kedua adalah adanya kepastian
bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-
anak, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, penghasilan
Pemohon sebagai pelaku wiraswasta rata-rata lebih dari Rp 15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah) per bulan sehingga apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon isteri
binti Abd. Azis tersebut tidak akan mengurangi beban hidup yang akan ditanggung
oleh Pemohon pada istri-istri serta bila dibandingkan dengan batas minimal biaya
hidup sesuai kondisi di Kabupaten Gowa saat ini, maka Pengadilan berpendapat
bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu untuk berpoligami.
Menurut penulis Berdasarkan hasil penelitian dan anaisis putusan yang telah
dilakukan, putusan diatas selain dari syarat alternatif dan syarat komulatif hakim juga
mempertimbangkan syarat sosilogis yaitu melihat dari kebutuhan kelurga atau
keinginnan keluarga untuk mendapatkan anak dan sebagai penerus keluarganya,
dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara umum menjelaskan
bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu
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bertanggung jawab dalam keberlansungan bangsa dan negara, setiap anak perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal, baik fisik maupun mental. Secara garis besar penulis perpendapat bahwa
dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu
perkara pengajuan Izin Poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari
pemohon, Undang-Undang dan juga menggunakan dasar hukum yang bersumber dari
Al-qur’an sebagai sumber hukum Islam, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam
pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tersebut merupakan alasan
yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan
diantara tiga alasan tersebut, maka alasan tersebut dapat diterima. sesuai poin ketiga
menyatakan bahwa pengadilan hanya memberikan kepada pemohon untuk beristri
lebih dari satu jika istri tidak dapat melahirkan keturunan tentang syarat-syarat yang
harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin poligami dan Al-Quran Surah An
Nisa ayat/4:3 sebagai dasar hukum islam dan mendengarkan persetujuan termohon
secara langsung, dan menghadirkan calon istri dipersidangan dan pemohon juga
menghadirkan dua orang saksi sebagai syarat diterimahnya izin poligami, sehingga
majelis memutuskan memberikan izin poligami dalam putusan diatas dengan
ketentuan, syarat-syaratnya terpenuhi.
Adapun Penerapan Hakim Pengadilan sungguminasa dalam pemberian Izin
Poligami yaitu bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang-
kurangnya ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:
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a. Hubungan Hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon Isrti Pemohon
b. Adanya alasan kuat atau syarat untuk poligami.
2. Putusan Nomor 39/Ptd.G/2015/PA.Sgm
a. Indetitas Para Pihak
a) Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di jalan alternatif lingkungan Je’neberang di
Kelurahan Tomppobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
b) Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat
tinggal di BTN Tamanurung Indah.
b. Posisi kasus
1. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan
bernama calon umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang
campuran, status perawan, bertempat tinggal di Takalar.
2. Bahwa alasan untuk menikah lagi karena permohon dituntut oleh orang
tua calon istri karena membawa pergi calon istri beberapa hari tanpa
sepengetahuan orang tua calon istri dan istri termohon.
3. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon
menikah lagi dengan calon istri binti Nimbang, antara pemohon dan
calon istri tidak terdapat larangan atau hubungan tertntu yang dapat
menghalagi sahnya perkawinan
4. Bahwa pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar
Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dan jika permohonan izin dikabulkan
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pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan
anak-anaknya
5. Bahwa selama ikatan perkawinan pemohon dan termohon mempunyai
harta baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu Pertama, 2 petak kios
ukuran 2x3 m persegi terletak di Pasar Induk Minasaupa Sungguminasa,
Kabupaten Gowa dengan bukti keterangan kepemilikan, Kedua 1 unit
sepeda motor  Suzuki Shogun dengan BPKB, Ketiga 1 unit rumah type
38 ukuran tanah 9x12,5 persegi.
c. Pertimbangan Hukum
1. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemoho,
termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang
pada pokoknya mengakui atau membenarkan keseluruhan dalil-dalil
permohonan pemohon.
2. Memimbang, bahwa bukti dinilai telah memenuhi syarat formil dan
materil sebagai bukti autentik, sehingga dengan demikian harus
dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah masih
sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat pernyataan
poligami, yang secara formil bukti tersebut merupakan bukti bawah
tangan namun secara materil, bukti tersebut menerangkan adanya
persetujuan termohon kepada pemohon untuk berpoligami, maka bukti
tersebut dinilai memiliki nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat
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sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa termohon menyetujui
pemohon untuk berpoligami.
4. Menimbang, bahwa 3 orang saksi diajukan telah memenuhi syarat
formil.
Berdasarkan kasus tersebut diatas pada putusan pengadilan hakim
memutuskan memberikan izin dengan mempertimbangkan dalam pemberian putusan,
bahwa  setelah dilakukan konstatir terhadap data-data di persidangan maka ditemukan
fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :
1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1987.
Setelah menikah, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dari
pernikahannya  dikaruniai dua keturunan. Keduanya telah memperoleh harta
bersama berupa Pertama, 2 petakkios ukuran 2x3 m persegi terletak di Pasar
Induk Minasaupa Sungguminasa, Kabupaten Gowa dengan bukti keterangan
kepemilikan,Kedua 1 unit sepeda motor  Suzuki Shogun dengan BPKB,
Ketiga 1 unit rumah type 38 ukuran tanah 9x12,5 persegi.
2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama
calon binti Nimbang umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang
campuran, status perawan, bertempat tinggal di, Kabupaten Takalar.
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undng
Nomor 1 Tahun 1974 selain syarat alternatif tersebut, dalam pengajuan permohonan
izin poligami harus memenuhi seluruh syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri;
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b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri
dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak.
Menimbang, bahwa mengenai syarat alternatif tersebut di atas, yang dimaksud
adalah salah satu di antara tiga syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh Pemohon
dalam mengajukan izin poligami.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon dan
Termohon dikaruniai dua (anak) keturunan. Permohon dituntut oleh orang tua calon
istri. Permohon pun dalam persidangan mengakui bahwa telah membawa calon istri
beberapa hari tanpa sepengetahuan orang tua calon istri dan istri pemohon. Hal
tersebut berkorelasi dengan bukti berupa pernyataan Termohon bersedia dipoligami
maka majelis hakim mengganggap bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan izin
poligami telah memenuhi salah satu syarat komilatif sebagaimana diatur dalam Pasal
5 tersebut di muka.
d. Isi putusan
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya
dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri binti Nimbang.
3. Menetapkan harta selama ikatan perkawinan pemohon dan termohon
mempunyai harta baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu Pertama, 2 petak
kios ukuran 2x3 m persegi terletak di Pasar Induk Minasaupa Sungguminasa,
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Kabupaten Gowa dengan bukti keterangan kepemilikan,Kedua 1 unit sepeda
motor  Suzuki Shogun dengan BPKB, Ketiga 1 unit rumah type 38 ukuran
tanah 9x12,5 persegi.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
Menurut penulis Berdasarkan hasil penelitian dan anaisis putusan yang telah
dilakukan, secara garis besar penulis perpendapat bahwa dasar hukum yang dijadikan
dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara pengajuan Izin
Poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, Undang-
Undang, dan menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-qur’an sebagai
sumber hukum Islam, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat
komilatif, artinya apabila seorang suami diberikan izin dari istrinya dikarenakan tela
berbuat kesalahan yang mau tidak mau  harus menikah dengan calon. dalam putusan
ini pemohon dituntut untuk menikah dengan calon istri maka pengadilan
mempertimbangkan permintaan orangtua calon istri dan juga mendengarkan
persetujuan termohon secara langsung, dan menghadirkan calon istri dipersidangan
dan pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi sebagai syarat diterimahnya izin
poligami, sehingga majelis memutuskan memberikan izin poligami.
Dalam hal cinta dan kasih sayang jika dibagi dua atau dimadu tidak ada
seorang istri pun yang menghendakinya, namun berdasarkan beberapa pertimbangan
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hakim yang memuat dalam salinan putusan tersebut diatas, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pemberian izin poligami
bagi pihak yang bersangkutan adalah dengan melihat persyaratan-persyaratan yang
harus dipeniuhi oleh pihak terkait disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat
mendasari keinginan pihak tersebut serta dapat dibuktikan secara langsung dan dapat
menghadirkan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui permasalahan pemohon dan
termohon.   Apabila semua hal tersebut terpenuhi maka hakim dapa menetapkan izin
poligami bagi pihak pemohon.
Adapun Penerapan Hakim Pengadilan sungguminasa dalam pemberian Izin
Poligami yaitu bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang-
kurangnya ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:
a. Hubungan Hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon Isrti
Pemohon
b. Adanya alasan kuat atau syarat untuk poligami.
Berdasarkan kedua kasus tersebut diatas penulis berpendapat bahwa kasusnya
berbeda karena pada putusan. Pertama, Nomor 99/Pdt.G/2017/PA Sgm. sesuai poin
ketiga menyatakan bahwa pengadilan hanya memberikan kepada pemohon untuk
beristri lebih dari satu jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua, tuntutan
orang tua calon untuk menikahi anaknya agar terhindar dari cemohan lingkungan.
Secara garis besar penulis perpendapat bahwa alasan-alasan pemohon  yang berbeda
akan tetapi dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim bersumber dari
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Al-qur’an sebagai sumber hukum Islam, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam
pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan
yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan
diantara tiga alasan tersebut, maka alasan tersebut dapat diterima tentang syarat-
syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin poligami dan Al-Quran
Surah An Nisa ayat/4:3 sebagai dasar hukum islam. Dan putusan yang kedua melihat
dari adat dan budaya bugis yang tinggi rasa malunya dan demi terhindarnya dari
cemohan lingkungan dan melindungi nama baik keluarga maka pengadilan





Berdasarkan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan
Izin Poigami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” dapat disimpulkan bahwa :
1. Ketentuan Izin Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum islam. Pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang
suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan.. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan
dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada
si suami untuk beristri lebih dari satu jika: istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kedua,
dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyangkut poligami tidak jauh
berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, hanya saja didalam Kompilasi
Hukum Islam dijelaskan bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan
pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang.
Selain itu, syarat utama seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari
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satu adalah laki-lai tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya
dan anak-anaknya.
2. pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama
Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam pertimbangannya ketika memutuskan
suatu perkara pengajuan izin poligami adalah berdasarkan dalil-dalil serta
bukti-bukti dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari
Al-qur’an sebagai sumber hukum Islam dan Undang-Undang, Bahwa alasan-
alasan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1Tahun
1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, Juga dilihat dari segi
kondisi pemohon jika tidak diberikan izin poligami akan menimbulkan
perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti berzina maka majelis tetap
memperimbangkan sesuai ketentuan, syarat-syarat dalam pemberian izin
berpoligami.
B. Saran
1. Seharusnya dalam penentuan pemberian izin poligami mempertimbangkan
perlindungan terhadap istri dan anak-anak dalam suatu perkawinan, akan
tetapi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pemberian izin
poligami perlu dibatasi bukan karena bertentangan dengan ajaran Islam,
tetapi berdasarkan alasan keadilan yang tidak maksimal untuk keadilan bagi
para istri dari segi materi maupun imateril.
2. Pertimbangan hakim sebaiknya bukan hanya melihat ketentuan dari Undang-
Undang dan Al-Quran sebagai dasar hukum Islam akan tetapi melihat dari
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kesanggupan pemohon berlaku adil, dan majelis mempertimbangkan dengan
daya nalar yang kuat agar dalam diri pemohon  alasan keadilan secara
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